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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN

Menimbang

K/Ieng'mgat

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

a. bahwa berdasarkan hasil penyesuaian terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran  Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 10);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 4);

. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 65);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal |

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

(1) Kepala Desa dan

Pasal 13

Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak

diberikan tunjangan sebagai berikut:

a. tunjangan kesehatan;

b. tunjangan ketenagakerjaan;

c. tunjangan istri /
d. tunjangan anak,

e. tunjangan beras.

suami;

dan

(2) Kepala Desa / Perangkat Desa yang beristri / bersuami PNS/TNI/POLRI
tidak diberikan tunjangan sebagai berikut:

a. tunjangan istri/suami,

b. tunjangan anak;

c. tunjangan beras.

dan
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Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1006



